NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG
PERLINDUNGAN UPAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONES A,

Menimbang : abahwa sstem pengupahan yang berlaku sekarang ini sudah tidak sesual lagi
dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu disusun suatu peraturan
perundang-undangan sebagal pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun
1969;

b. bahwa sebagal pelaksanaan tersebut huruf a dipandang perlu mengatur
perlindungan upah dalam suatu Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasa 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Organisas
Perburuhan Internasiond Nomor 100 mengena pengupahan bagi buruh laki-laki
dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya (Lembaran Negara Tahun
1957 Nomor 171);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
mengena Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan
Lembaran NegaraNomor 2912);

MEMUTUSKAN :
Mengtapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERLINDUNGAN UPAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Ddam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada
buruh untuk sesuatu pekerjaan aau jasa yang tdah aau akan dilakukan,
dinyatekan aau dinila ddam bentuk uang yang ditegokan menurut suatu
persetujuan, aau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu
pejanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik
untuk buruh sendiri maupun kduarganya;

b Pengusshaidah:
1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menja ankan sesuatu perusahaan
milik sendiri..
2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secaraberdiri sendiri menjdankan
perusahaan bukan miliknya

3. Orang, persekutuan dau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili
perusahaan termaksud pada angka 1 dan 2 di aas, yang berkedudukan di luar
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Indonesa

c. Buruh ada ah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha dengan menerimaupah,

d. Menteri addah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang ketenaga
kerjaan.

Pasal 2

Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir
padasaat hubungan kerja putus.

Pasal 3

Pengusaha dalam menetgpkan upah tidak boleh mengadakan diskriminas antara
buruh laki-laki dan buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Pasal 4

Upahtidak dibayar bilaburuh tidak md akukan pekerjaan.
Pasal 5

(1) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasd 4,
pengusahawgjib membayar upah buruh

a Jkaburuh sendiri sakit, sehingga tidak dapat metakukan pekerjaannya
dengan ketentuan sebagal berikut:

1. untuk 3 (tiga) bulan pertama, dibayar 100% (seratus persen) dari upah;

2. untuk 3 (tiga) bulan kedua, dibayar 75% (tujuhpuluh lima persen) dari
upah;
3. untuk 3 (tiga) bulan ketiga, dibayar 50% (limapuluh persen) dari upah;
4. untuk 3 (tiga) bulan keempat, dibayar 25% (duaputuh lima persen)
dari upah.
b. Jka buruh tidak masuk bekerja karena hal-hal sebagaimana
dimaksud di bawah ini, dengan ketentuan sebaga berikut :
1. buruh sendiri kawin, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;
. menyunatkan anaknya, dibayar untuk selama 1 (satu) hari;
. membapti skan anaknya, dibayar untuk selama 1 (satu) hari;
. mengawinkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;

a b~ W N

.anggota keluarga meningga dunia yatu suami/isteri, orang
tua/mertua atau anak, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; .

6. igteri melahirkan anak, dibayar untuk slama 1 (satu) hari.

(2) Daam ha pengusaha tidak mampu memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a pengusaha dapat menggukan izin
penyimpangan kepadaMenteri atau Pgabat yang ditunjuk. 43

(3) Jka dalam suau peraturan perusshaan aau perjanjian perburuhan terdapat
ketentuan-ketentuan yang lebih bak dai pada ketentuanketentuan

sebagamana dimaksud ddam ayat (1), ketentuan ddam perauran perusahaan
dau perjanjian perburuhan tersebut tidak boleh dikurangi.
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Pasal 6

(1) Pengusaha wajib membayar upah yang biasa dibayarkan kepada buruh
yang tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjdankan
kewgjiban Negara, jika dalam menja ankan kewgiban Negara tersebut buruh
tidak mendapatkan upah atau tunjangan lannya dari Pemerintah tetapi tidak
melebihi 1 (satu) tahun.

(2) Pengusaha wagjib membayar kekurangan atas upah yang biasa
dibayarkannya kepada buruh yang ddam menjdankan kewgiban Negara
shagamana dmeksud ddam aya (1), bilamana jumlah upah yang
diperolehnya kurang dari upah yang biasa diterima dari perusahaan yang
bersangkutan, tetapi tidak mdebihi 1 (satu) tahun.

(3) Pengusaha tidak diwgibkan untuk membayar upah, bilamana buruh yang
dalam menjalankan kewagjiban Negara tersebut telah memperoleh upah
serta tunjangan lannya yang besarnya sama atau |ebih dari upah yang biasa
iaterimadari perusahaan yang bersangkutan.

(4) Pengusahawgjib untuk tetap membayar upah kepada buruh yang tidek dapat
menjdankan pekerjaannya karena memenuhi  kewgiban ibadah menurut
agamanyasdamawaktu yang diperl ukan, tetapi tidek melebihi 3 (tiga) bulan.

Pasal 7

Upah buruh sdama sakit dapat diperhitungkan dengan suatu pembayaran yang
diterima oleh buruh tersebut yang timbul dari suatu peraturan perundang-
undangan atau peraturan perusahaan aau sesuatu dana yang menyedenggarakan
jaminan sosd aaupun suatu pertanggungan.

Pasal 8
Pengusaha wagib untuk membayar upah kepada buruh yang bersedia
meakukan pekerjaan yang teah dijanjikan, akan tetgpi pengussha tidak
mempekerjakannya balk karena kesdahan sendiri maupun haangan yang didami
oleh pengusahayang seharusnyadapat iahindari.

Pasal 9
Bila upah tidak ditetgpkan berdasarkan suatu jangka waktu, maka untuk

menghitung upah sebulan ditetapkan berdasarkan upah ratarata 3 (tiga) bulan
terakhir diterimaoleh buruh.

Pasal 10

(1) Upah harus dibayarkan langsung kepada buruh pada waktu yang telah
ditentukan sesua dengan perjanjian.

(2) Pembayaran upah secara langsung kepada buruh yang belum dewasa
dianggap sah, gpabila orang tua atau wali buruh tidak mengajukan keberatan
yang dinyatakan secaratertulis.

(3) Pembayaran upah meldui pihak ketiga hanya diperkenankan bila ada surat
kuasa dari buruh yang bersangkutan yang karena sesuatu ha tidak dapat
menerimanya secaralangsung.

(4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya berlaku untuk satu
kali pembayaran.

(5) Setiap ketentuan yang bertentangan dengan pasal ini adalah bata menurut
hukum.
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Pasal 11
Pada tiap pembayaran, sduruh jumlah upah harus dibayarkan

BAB II
BENTUK UPAH

Pasal 12
(1) Pada dasarnya upah diberikan dalam bentuk uang.

(2) Sebagian dari upah dapat diberikan dalam bentuk lain kecuali minuman
keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan, dengan ketentuan nilainyatidak
boleh meebihi 25% (dugpuluh lima persen) dari nilai upah yang ssharusnya
diterima

Pasal 13

(1) Pembayaran upah harus dil akukan dengan ada pembayaran yang syah dari Negara
Republik Indonesa

(2) Bilaupah ditetapkan ddam.matauang asing, maka pembayaran akan dilakukan
berdasarkan kurs resmi pada hari dan tempat pembayaran.

Pasal 14

Setigp ketentuan yang menetapkan sebagian atau sduruh upah harus
dipergunakan secara tertentu, ataupun harus dibelikan barang, tidak
diperbolehkan dan karenanya addah batd menurut hukum, kecudi jika
penggunaan itu timbul dari suatu peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Bila diadakan pejanjian antara buruh dan pengusaha mengena suatu ketentuan
yang merugikan buruh dan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan data
Perauran Pemerintah ini.dan aau perauran perundang-undangan lannya dan
karenanya menjadi batal menurut hukum, maka buruh berhak menerima
pembayaran kembali dari bagian upah yang ditehan sebaga perhitungan
terhadap upahnya, dan dia tidak diwajibkan mengembalikan apa yang telah
diberikan kepadanyauntuk memenuhi perjanjian.

(2) Dengen tidek mengurang ketentuan ayat (1), gpabila ada pemintaan dari
pengusaha atau buruh, badan yang diserahi urusan persdishan perburuhan dapat
membatas pengembalian itu sekurang-kurangnya samadengan j umlah kerugian
yang dideritaoleh buruh.

BAB IlI
CARA PEMBAYARAN UPAH

Pasal 16

Bila tempat pembayaran upah tidak ditentukan data perjanjian atau peraturan
perusahaan, maka pembayaran upah dilakukan di tempat buruh biasanya bekerja,
atau di kantor perusahaan

Pasal 17

Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu
sekali atau sel ambat-lambatnya sebulan sekali, kecudi bila perjanjian kerjauntuk
waktu kurang dari satu minggu

Pasal 18

Bilamana upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka
pembayaran upah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 17 dengan pengertian
bahwa upah harus dibayar sesual dengan hasl pekerjaannya dan atau sesua dengan
jumlah hari atau waktu diabekerja.
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Pasal 19

(1) Apabila upah terlambat dibayar, maka mula dari hari keempat sampai hari
kedd gpan terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut
ditambah dengan 5% (lima persen) untuk tigp keterlambatan.

Sesudah hari keddagpan tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk tigp hari
keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak
boleh me ebihi 50% (limapuluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan.

(2) Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping
berkewgiban untuk membayar sebagamana dimaksud daam ayat (1),
pengusaha diwgibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang
ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan.

(3) Penyimpangan yang mengurangi ketentuan dalam pasd ini addah bad

menurut hukum.
BAB IV
DENDA DAN POTONGAN UPAH
Pasal 20

(1) Denda aas pdanggaran sesuau hd hanya dapat dilakukan bila hd itu diatur
secarategas dalam suatu perjanjian tertulis atau peraturan perusahaan.

(2) Besarnya denda untuk setigp pelanggaran sebagamana dimaksud ddam ayat (1)
harus ditentukan dan dinyatakan ddam mata uang Republik Indonesa

(3) Apabilauntuk satu perbuatan sudah dikenakan denda, pengusaha dilarang untuk
menuntut ganti rugi terhadap buruh yang bersangkutan.

(4) Sigp ketentuan yang bertentangan dengan pasal ini adaah bata menurut
hukum.

Pasal 21

(1) Denda yang dikenakan oleh pengusaha kepada buruh, bak langsung maupun
tidak langsung tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan 47 pengusaha atau
orang yang diberi wewenang untuk menjatuhkan denda tersebut.

(2) Setigp ketentuan yang bertentangan dengan pasal ini addah batal menurut
hukum.

Pasal 22

(1) Pemotongan upah oleh pengusaha untuk pihak ketiga hanya dapat dilakukan
bilamana ada surat kuasadari buruh.

(2) Dikecualikan dari ketentuan aya (1) addah semua kewsgjiban pembayaran
oleh buruh terhadap Negara atau iuran sebaga peserta pada suatu dana yang
menydenggarakan jaminan sodd yang ditetapkan dengan  perauran
perundang-undangan.

(3) Setigp surat kuasa sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dapat ditarik kembdi
pada setigp sadt.

(4) Setigp ketentuan.yang bertentangan dengan pasa ini addah batd menurut
hukum.
Pasal 23
(1) Ganti rugi dapa dimintakan oleh pengusaha dari buruh, bila terjadi kerusekan
barang aau kerugian lainnya bak milik pengusaha maupun milik pihak ketiga
oleh buruh karena kesenggaan atau kdldaan.

(2) Ganti rugi demikian harusdiatur terlebih dahulu ddam suatu perjanjiantertulisatau
peraturan perusshaan dan setigp bulannya tidek boleh mdebihi 50% (lima puluh

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.djpp.depkumham.go.id
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

persen) dari upah.
BAB YV
PERHITUNGAN DENGAN UPAH

Pasal 24
(1) Hal-ha yang dapat diperhitungkan dengan upah adalah :

a. denda, potongan, dan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasa 20,
Pasal 21, Pasal 22, dan Pasdl 23,

b. sawa rumah yang disswakan oleh pengusaha kepada buruh dengan
perjanjian tertulis;
C. uang muka aas upah, kelebiban upah yang tdah dibayarkan dan cicilan

hutang buruh kepada pengusaha, dengan ketentuan harus ada tanda bukti
tertulis.

(2) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh meebihi 50
% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran upah yang seharusnya
diterima

(3) Setigp syarat yang memberikan wewenang kepada pengusasha untuk

mengadakan perhitungan lebih besar daripada yang diperbolehkan
sebagamana dimaksud dalam ayat (2) adaah batal menurut hukum.

(4) Pada waktu pemutusan hubungan kerj a sguruh hutang piutang buruh dapat
di perhitungkan dengan upahnya
Pasal 25
Bila uang yang disediakan oleh pengusaha-untuk membayar upah disita oleh

Juru Sita, maka penyitaan tersebut tidak boleh memebihi 20% (duapuluh
persen) dari jumlah upah yang harus dibayarkan.

Pasal 26

(1) Bila upah digadaikan atau dijadikan jaminan hutang, maka angsuran tigp
bulan daripada hutang itu tidak boleh mdebihi 20% (duapuluh persen) dari
sebulan.

(2) Ketentuan ayat (1) berlaku juga gpabila penggadaan atau jaminan itu diadakan
untuk kepentingan pihak ketiga.
Pasal 27
Daam hal pengusaha dinyatakan pailit, maka upah buruh merupakan hutang

yang didahulukan pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan tentang kepailitan yang berl aku.

Pasal 28
Bilaburuh jatuh pallit, maka upah dan segd a pembayaran yang timbul dari hubungan

kerjatidak termasuk dalam kepailitan kecudi ditetgpkan lain oleh hakim dengan
ketentuan tidak mel ebihi 25% (dugpuluh limapersen).

Pasal 29

(D) Bila upah bak untuk sebagian ataupun untuk seluruhnya, didasarkan pada
keterangan-keterangan yang hanya dapat diperoleh dari bukubuku pengusaha,
maka buruh atau kuasa yang ditunjuknya berhak untuk 49 meminta keterangan
dan bukti-bukti yang diperlukan dari pengusaha.

(2) Apabila permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
berhasl maka buruh atau kuasa yang ditunjuknya berhak meminta bantuan
kepada Menteri atau Pgaba yang ditunjuknya.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.djpp.depkumham.go.id
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

(3) Segda sesuatu yang diketahui atas keterangan-keterangan serta bukti-bukti
oleh buruh atau kuasa yang ditunjuknya atau Pgabat yang ditunjuk oleh
Menteri sebagamana dimaksud ddam ayat (1) dan ayat (2) waib dirahasiakan,
kecuai bila keterangan tersebut dimintakan oleh badan yang diserahi
urusan penyel esaian perselisihan perburuhan.

Pasal 30

Tuntutan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjedi
da uwarsa setd ah md ampaui jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasd 3, Pasd 5 ayat (1), Pasd 6 ayat (1),
aya (2), aya (4), dan Pasd 8 dipidana dengan pidana kurungan sdamalamanya 3
(tiga) bulan aau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah).

Pasal 32

Pengusaha yang meanggar ketentuan Pasal 20, Pasdl 21, dan Pasal 22, disamping
perbuatan tersebut batad menurut hukum juga dipidana dengan pidana kurungan
selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 100.000,-
(seratusribu rupiah).

Pasal 33

Buruh aau ahli yang ditunjuknya atau pgabat yang ditunjuk oleh Menteri yang
dengan sengga membocorkan rahadayang harus dis mpannya sesua ketentuan Pasal
29 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan aau
denda satinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah).

Pasal 34

Tindak pidana sebagamana dimaksud dalam Pasal 31, Pisd 32, dan Pasd 33
addah pdanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini berdasarkan Undang-undang Nomor 14
Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenal Tenaga Kerja, maka
ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan
upah, sgauh telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36
Peraturan Pemerintah ini mula berlaku padatanggal diundangkan.
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Agar supaya setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempaannya ddam Lembaran Negara Republik
Indonesa

Ditetapkan di Jakarta
padatanggd 2 Maret 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESA
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
padatanggd 2 Maret 1981

MENTERI/SEKRETARISNEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
SUDHARMONO, SH
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESA TAHUN 1981 NOMOR 8
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ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESA
NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG
PERLINDUNGAN UPAH

UMUM

Pengaturan pengupahan yang berlaku di Indonesa pada saet ini magh tetgp dipaka Kitab Undang-
undang Hukum Perdata yang jiwanya sudah tidak sesua lagi.

Sgadan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang K etentuanketentuan
Pokok Mengenai Tenaga Kerja, maka pengaturan tentang perlindungan upah secara nasond
dirasskan makin mendesak. Sesua dengan perkembangan ekonomi yang diupayakan kearah
gabilitas yang makin mantgp maka pengaturan tentang perlindungan upah ddam Perauran
Pemerintah ini diarahkan pula kepada 94im pembayaran upah secara kesduruhan. Pengertian upah
secara kesdluruhan dimeksudkan disni tidak termasuk upah lembur. Pada pokoknya sistim ini
didasarkan atas prestas seseorang buruh aau dengan perkataan lain bahwa upah itu tidak lagi
dipengaruhi oleh tunjangan-tunjangan yang tidak ada hubungannya dengan prestas kerja
Pembayaran, upah pada prindpnya harus diberikan dalam bentuk uang, namun demikian daam
Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi kemungkinan pemberian sebagian upah ddam bentuk
barang yang j umlahnyadibatas.

Peraturan Pemerintah ini pada pokoknya mengatur perlindungan upah secara umum yang berpangka
toak kepada fungs upah yang harus mampu menjamin kdangsungan hidup bagi buruh dan
kdluarganya. Untuk menuju kearah pengupahan yang layak bagi buruh perlu ada pengaturan upah
minimum tetapi mengingat sifat kekhususannya belum diatur dalam Peraturan Pemerintahini.

PASAL DEMI PASAL
Pasa 1
Huruf a

Yang dimaksud dengan imbaan adaah termasuk juga sebutan honorarium yang
diberikan ol eh pengusaha kepada buruh secara teratur dan terus menerus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan orang addah seorang manusa pribadi yang mengurus atau
mengawas perusahaan secara langsung. Yang dimaksud dengan persekutuan
adalah suatu bentuk usaha bersama yang bukan badan hukum yang bertujuan untuk
mencari keuntungan misalnya CV ., Firma, Maatschap dan lan-lan maupun yang tidak
mencari keuntungan misanya Y ayasan. Y ang dimaksud dengan badan hukum adalah,
perseroan yang didaftar menurut undang-undang tentang perseroan atau jenis
badan hukum lainnya yang didirikan dengan aau berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku misalnya perkumpulan, koperasi, dan lain
sebagainya. Y ang dimaksud dengan perusahaan addah setigp bentuk usaha yang
dijalankan dengan tujuan mencari keuntungan aau tidak, bak milik svaga maupun
milik Negara yang mempekerjakan buruh, sedangkan usasha sosd dan usaha lain
yang tidak berbentuk perusshaan dipersamakan dengan perusahaan apabila
mempunyal pengurus dan mempekerjakan orang lan sebagamana layaknya
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perusahaan mempekerjakan buruh, misanyaYayasandanlanlan.
Huruf ¢
Cukup jdas.
Huruf d
Pasal 2
Cukup jdas.
Pasal 3

Y ang dimaksud dengan tidak boleh mengadakan diskriminas idah bahwa upah dan tunjangan
lannya yang diterima oleh buruh pria sama dengan upah dan tunjangan lannya yang
diterimaol eh buruh wanita untuk pekerjaan yang samanilanya

Pasal 4
Cukup jdas.
Pasal 5
Ayat (1)
Bahwa azas tidak bekerja tidak dibayar tidak sewgarnya untuk ditergpkan secara
mutlak. Oleh karena itu bagi buruh yang tidak dapat melakukan pekerj aan
karena dasan tersebut a dan b upah tersebut mash harus diberikan. Akan tetapi
pembayaran upah yang demikian tidak dapat dilakukan secara penuh dan terus
menerus, karenaitu perlu ditetapkan jumlah sertajangkawaktunya.
Pengertian sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) a, tidak termasuk sakit
karena kecelakaan kerja sebagamana diatur ddam Undang-undang Nomor 2
Tahun 1951 tentang K ecd akaan Kerja
Ayat (2)
Cukup jdlas.
Ayat (3)
Pasal 6
Ayat (1)

Buruh ssbagal warga negaratidak terlepas dari kemungkinan untuk memikul tugas dan
kewgiban yang diberikan oleh Pemerintah, misalnyawsgjib militer, tugas-tugas dalam
penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta tugas dan kewgiban lannya yang
ditetgpkan dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2).
Pembayaran kekurangan ggji atau upah dimaksudkan agar tidak menjadi beban
yang berat bagi buruh dan kel uarganya disatu pihak dan pengusaha dilan pihak.
Ayat (3)
Cukup jdas.
Ayat (4)

Dengan mengingat keuangan perusahaan, maka dalam ha buruh yang
menjdankan ibadah menurut agamanya lebih diri 3 (tiga) bulan dan ddam
menjalankan ibadah tersebut lebih dari 1 (satu) kali, pengusaha tidak
diwgibkan membayar upahnya.

Pasal 7

Pembayaran dari pertanggungan dapat diperhitungkan menurut pasa ini adaah khususnya
mengenal pertanggungan upah buruh selamasakit iurannyadibayar oleh pengusaha akan tetapi
bila buruh tdah menerima pembayaran sesua aau lebih dari upah seharusya dia terima
sdlamasakit, maka pengusahatidek berkewsgiban untuk membayarkan lagi
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Pasal 8

Hdangan yang secara kebetulan didami oleh pengusaha, tidek termasuk kehancuran atau
musnahnya perusahaan besarta perdaan yang dikarenakan oleh bencana dam, kebakaran atau
peperangan sehingga tidak memungkinkan lagi perusshean tersebut berfungd  aau
menjdankan kegiatannyakerja, "Force mgeure”.

Pasal 9

Maksud pasa ini addah untuk mempermudah atau memberikan patokan daam
menghitung upah sebulan ddam hd terjadi antaralain pemutusan hubungan kerja, lembur dan

sebagainya,
Pasal 10
Aya (1) sampa dengan ayat (5)

Ketentuan dadam pasd ini dimaksudkan agar pembayaran upah tidak jatuh kepada
orang yang tidak berhak. Oleh karena itu pembayaran upah mddui pihak ketiga
harus menggunakan surat kuasa. Pengertian buruh yang bdum dewasa diartikan bak
buruh l&ki-laki maupun perempuan yang telah berusia 14 (empat belas) tahun akan
tetgpi belum mencapa umur 18 (dd gpan bdas) tahun.

Pasal 11
Pasal 12
Ayat (1) dan ayat (2)
Untuk menuju kearah sistim pembayaran upah bersih, maka upah harus dibayar
ddam bentuk uang. Prindp tersebut dihargpkan bahwa buruh akan dapat
menggunakan upahnya secara bebas sesua dengan keinginannya dan kebutuhannya.
Penerapan pringp tersebut sekai-kali tidak mengurangi kemungkinan untuk
memberikan sebagian upahnya daam bentuk lain. Bentuk lain addah hasl produks
atau barang yang mempunya nila ekonomi bagi buruh.
Pasal 13
Aya (1) dan ayat (2)
Cukup jdas.
Pasal 14

Larangan ddam pasd ini dimaksudkan untuk mencegah bedanja paksa ("enforced
shopping”). Buruh harus bebas daam ha mempergunakan upah seperti yang
dikehendakinya, sedang pengussha tidak diperbolehkan mengikat buruh daam

mempergunakan upahnya
Pasal 15

Ayé (1) den ayat (2)

Cukup jdas.

Pasal 16
Pasal 17

Cukup jdas.
Pasal 18

Jka upah ditetgpkan menurut hasil pekerjaan maka pembayarannya sesua dengan ketentuan
Pasal 17, dengan ketentuan besarnya upah disesuai kan dengan hasi| pekerj aannya

Pasal 19
Ayat (1) sampa dengan aya (3)
Cukup jdas.
Pasal 20
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Aya (1) sampa dengan ayat (4)
Yang dimaksud dengan pelanggaran sesuatu hal dalam ayat (1) adaah
pelanggaran terhadap kewgjiban-kewgjiban buruh yang telah ditetapkan ddam
pej anj ian tertulis antara pengusaha dan buruh.

Pasal 21
Ayat (1) dan ayat (2)

Penggunaan uang denda sama sekdi tidek boleh untuk kepentingan pribadi
pengusaha balk langsung ataupun tidak, meainkan untuk kepentingan buruh, misalnya
untuk dana buruh. Cara penggunaan uang denda ini harus juga ditetgpkan ddam
surat perjanjian atau peraturan perusahaan.

Pasal 22
Ayat (1) sampai dengan ayat (4)
Cukup jdas.
Pasal 23
Ayat (1) dan ayat (2)
Kerugian lannyadapat terdiri dari kerugian materid atau ekonomis.
Pasal 24

Aya (1) sampa dengan ayat (4)

Pembatasan perhitungan tidak boleh lebih dari 50% (limapuluh persen)
dimaksudkan, agar buruh tidak kehilangan semua upah yang diterimanya
Kemungkinan perhitungan dengan upah buruh dapat terdiri dari denda, potongan,
gati rug dan landan. Untuk menjamin kehidupan yang layak bagi buruh, maka
pengusaha harus mengusahakan sedemikian rupa sehingga jumlah perhitungan
tersebut tidak mel ebihi 50% (puluh persen).

Pasal 25
Cukup jdas.
Pasal 26
ayat (1) denayet (2)
Cukup jdas.
Pasal 27
Cukup jdas.
Pasal 28

Kemungkinan seorang buruh akan dapat jatah pailit yang disebabkan tidak
terbayarnya hutang kepada pihak lain, baik kepada pengusaha ataupun kepada orang
lain. Untuk menjamin kehidupan buruh yang kesdluruhan harta bendanya dista, maka
perlu adajaminan untuk hidup bagi dirinya beserta kel uarganya.

Oleh karena itu ddam pasa ini upah dan pembayaran lannya yang menjadi hak buruh,
tidak termasuk ddam kepalitan. Penyimpangan terhadap ketentuan pasd ini hanya dapat
dilakukan oeh hakim dengan batas sampal dengan 25% (duagpuluh limapersen).

Pasal 29
Ayat (1)

Cukupjdaes
Ayat (2)

Cukupjdaes
Ayat (3)

Cukup jdas.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.djpp.depkumham.go.id
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Pasal 30
Cukup jdas.
Pasd 31 sampa dengan Pasd 33

Ketentuan pidana yang dikenakan dalam Pasd-pasd tersebut add ah sesua dengan ketentuan
Pasd 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang K etentuan-
ketentuan Pokok mengena Tenaga K erja yang merupakan Undang-undang induk daripada
Peraturan Pemerintahini.

Pasal 34

Penetapan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasa 31 sampai dengan Pasal 33
sebagal pelanggaran adalah sesual dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1969 tentang K etentuan-ketentuan Pokok mengena Tenaga Kerjayang
merupakan Undang-undang induk dari pada Peraturan Pemerintahini.

Pasal 35

Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan upah
antara lain addah ketentuan-ketentuan yang tersebut ddam Kitab Undangundang Hukum
Perdatayaitu : 1601 p; 1601 g; 1601 r; 1601 s, 1601 t; 1601 u; 1601 v; 1602; 1602 a: 1602
b; 1602 c; 1602 d; 1602 €, 1602 f; 1602 g; 1602 h; 1602 i; 1602 j; 1602 k; 1602 |; 1602
m; 1602 n; 1602 o; 1602 p; 1602 q; 1602 r; 1602 s, 1602 t; 1602 u; 1602 v dinea 5, 1968
dinea 3 dan 1971 sgpanjang yang menyangkut upah.

Pasal 36
Cukup jdas.
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